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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR - 900/ 16  /Kpts/BPT PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
berdasarkan surat dari Rumah Saki Umum Daerah Dr.
Muhammad Zein Nomor : 800/1822/RSUD-PS
/X11/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan
Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk
dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
A Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
‘ Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein

Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
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Suatantra Tingkat 11 dalam Lingkungan Daeral
I‘l\m:mmu Tingkat 1 Sumatera Tengah  Sebagai
ndang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ‘l’l.’sﬂ Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643,

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan  Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneaia Nomor 4286,

tentang

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

tentang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614):
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10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041,

11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara,
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Tambahan

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;,

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2021;

15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Pada Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umun Daerah Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan ;

-t

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU - Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Tahun Anggaran 2021,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
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::J:T:‘I:“c.lilll Peimerititah Nomor 12 Tahan 201/ tentang
rminnan dan Pengaaasan Periselangpiraar
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Pepublib
Indonesia Tahun 2017 Nemor 73, Tambahan lembarar

Negara Republik Indonesia Nomaor 604 1),

1T Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negira,
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2021;

15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Pada Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umun Daerah Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan ;

-

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2021,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Tahun Anggaran 2021,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darn
Keputusan Bupati ini.
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KEDUA 2 Apabila Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berhalangan, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangan!
Surat Perintah Membayar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal djtetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal | Januari 2021

SELATAN,

-
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/ |G /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL

(\ JANUARI 2021

TENTANG

. eNC
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PE

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2021

JELUARAN PEMBA

JABATAN DALAM

KEGIATAN YANG DIKELOLA

o JAMA FhiF JORATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1 2 3 4 ) 5 -
1 |dr. SUTARMAN, M. M. Direktur Pengguna Anggaran / PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NIP. 19690709 200112 1 001 Pengguna Barang . Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
* Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK
1. Kegiatan Penyedinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
. Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesshatan
2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kote
4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
2 [LIDIA DEFIANTI, S.K.M. Kepala Bagian Kuasa Pengguna Anggaran |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NIP. 198011182005012007 Tata Usaha I.  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegjatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3 |dr. REYANTIS CAPANAY Kepala Bidang Kuasa Pengguna Anggaran |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK

NIP. 19780102 200701 2 007

NIP. 19770409 200701 2 001

HARMI
NIP. 19721025 199403 2 008

SERLI TRISNI
NIP. 19801230 201001 2 007

USLIAR
NIP. 19661231 198908 2 006

SILVIA IKHLAS, S.Si., Apt., MARS.

Pelayanan Medis

Kepala Bidang
Penunjang Medis

Staf

Stafl

Staf

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan
Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran
Pembantu ( Gaji |

l. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK

I. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
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